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Abstract: The case of the discovery of a mutilated female body in a Article History
suitcase in Ngawi has attracted public attention due to the elements of Received: April 30, 2025
violence and horrific crime. The victim's body was found on January 23, Revised: May 10, 2025
2025 in a ditch in Dadapan Village, Ngawi. The victim's identity was Published: May 17, 2025
revealed as Uswatun Khasanah (29), whose body was found without a

head and legs. The investigation led to the main suspect, Rohmad Tri

Hartanto alias Antok (32), who had a close relationship with the victim.

The motive for the crime is suspected to be related to jealousy and Kata kunci:

personal problems. The victim's body parts were found in several — Mutilation crime, killing crime,
separate locations, indicating a planned action by the perpetrator. This victim

case highlights the urgency of preventing violence in personal

relationships and the importance of strict law enforcement against

mutilation crimes.

Abstract: Kasus penemuan mayat wanita korban mutilasi dalam koper di

Ngawi menjadi perhatian publik karena unsur kekerasan dan kejahatan

yang mengerikan. Mayat korban ditemukan pada 23 Januari 2025 di

sebuah selokan di Desa Dadapan, Ngawi. Identitas korban diungkap

sebagai Uswatun Khasanah (29), yang tubuhnya ditemukan tanpa kepala

dan kaki. Investigasi mengarah pada tersangka utama, Rohmad Tri

Hartanto alias Antok (32), yang memiliki hubungan dekat dengan korban.  Keywords :

Motif kejahatan diduga terkait dengan kecemburuan dan permasalahan Mutilasi, pembunuhan, korban
pribadi. Potongan tubuh korban ditemukan di beberapa lokasi terpisah,

menunjukkan tindakan terencana dari pelaku. Kasus ini menyoroti

urgensi pencegahan kekerasan dalam hubungan personal serta pentingnya

penegakan hukum yang ketat terhadap kejahatan mutilasi.

https://doi.org/10.5281/zenodo.15498371 This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Kasus penemuan mayat wanita korban mutilasi dalam koper di Ngawi menjadi salah satu
peristiwa kriminal yang menggemparkan masyarakat Indonesia. Kejadian ini bermula pada 23 Januari
2025, ketika warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, menemukan sebuah koper
merah di selokan dekat tempat pembuangan sampah. Saat dibuka, koper tersebut berisi jasad seorang
wanita tanpa busana, dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Penemuan ini segera dilaporkan kepada
pihak kepolisian, yang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Melalui proses identifikasi, korban diketahui bernama Uswatun Khasanah (29), seorang
perempuan yang sebelumnya dilaporkan hilang. Bagian tubuh korban yang hilang, seperti kepala dan
kaki, semakin memperkuat dugaan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berencana dengan
modus mutilasi. Investigasi yang dilakukan kepolisian akhirnya mengarah pada seorang tersangka
bernama Rohmad Tri Hartanto alias Antok (32), yang memiliki hubungan dekat dengan korban.
Berdasarkan hasil interogasi, tersangka mengaku melakukan pembunuhan karena dilatarbelakangi
kecemburuan dan konflik pribadi dengan korban.'

Kasus ini tidak hanya mencengangkan karena tingkat kekejamannya, tetapi juga
menimbulkan keprihatinan mendalam mengenai tingkat kekerasan dalam hubungan interpersonal.
Mutilasi sebagai bentuk kejahatan ekstrem menunjukkan adanya tindakan kriminal yang semakin

! Donald G. The Abusive Personality: Violence and Control in Intimate Relationships, The Guilford Press, 2007.
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kompleks dan terencana. Selain itu, fakta bahwa potongan tubuh korban ditemukan di berbagai lokasi
berbeda menambah dimensi baru dalam kasus ini, yang mengindikasikan bahwa pelaku berusaha
menghilangkan jejak kejahatannya.”

Kejadian ini menimbulkan reaksi luas dari masyarakat, termasuk desakan agar pihak
berwenang menegakkan hukum secara tegas untuk memberikan keadilan bagi korban dan
keluarganya. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi
kekerasan dalam hubungan pribadi serta perlunya peningkatan upaya dalam pencegahan dan
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus ini bertujuan untuk memberikan
gambaran yang komprehensif mengenai kejadian penemuan mayat wanita korban mutilasi di Ngawi.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai faktor penyebab, motif, dan dampak
dari kejahatan tersebut, serta memberikan wawasan mengenai pentingnya pencegahan kekerasan
dalam hubungan personal dan penegakan hukum yang lebih efektif.?

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kronologi Penemuan Mayat Wanita Korban Mutilasi Dalam Koper di Ngawi

Kasus penemuan mayat wanita korban mutilasi dalam koper di Ngawi adalah salah satu
peristiwa kriminal yang mencuri perhatian publik di Indonesia. Kejadian ini menggambarkan betapa
mengerikan dan sadisnya tindakan kekerasan yang dapat terjadi dalam hubungan pribadi. Kasus ini
tidak hanya mengungkapkan motif pembunuhan yang dipicu oleh kecemburuan dan konflik pribadi,
tetapi juga mengarah pada pertanyaan tentang faktor-faktor psikologis pelaku, dampak sosial yang
ditimbulkan, serta pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan keadilan bagi korban
dan keluarga.

Pelaku, Rohmad Tri Hartanto alias Antok, mengaku melakukan pembunuhan terhadap
Uswatun Khasanah dengan motif kecemburuan yang berlebihan. Konflik pribadi yang berlangsung
antara pelaku dan korban akhirnya berkembang menjadi tindakan kekerasan ekstrem.

Kecemburuan dalam hubungan pribadi sering kali menjadi pemicu utama dalam banyak kasus
kekerasan domestik dan pembunuhan. Pada kasus ini, pelaku merasa bahwa ia memiliki hak penuh
terhadap korban dan bertindak seolah-olah korban adalah miliknya. Ketidakmampuan untuk
mengontrol emosi, seperti cemburu dan kemarahan, sering kali berujung pada tindakan brutal, seperti
yang terjadi dalam kasus ini.

Mutilasi tubuh korban menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya ingin mengakhiri hidup
korban tetapi juga bertindak dengan niat untuk menghilangkan jejak dan mempersulit penyelidikan.

Pelaku membuang potongan tubuh korban di lokasi yang terpisah, termasuk kepala dan kaki,
dengan harapan pihak berwenang akan kesulitan menemukan bukti yang dapat mengarah pada
identitas korban dan pelaku. Dalam kasus ini, mutilasi bukan hanya menunjukkan tingkat kekejaman
pelaku, tetapi juga adanya perencanaan dalam tindakannya. Pelaku tidak bertindak secara impulsif,
melainkan merencanakan pembunuhan dan penghilangan bukti dengan sangat matang.

Kasus ini bermula pada 23 Januari 2025, ketika warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal,
Kabupaten Ngawi, menemukan sebuah koper merah yang mencurigakan di selokan dekat tempat
pembuangan sampah. Saat dibuka, koper tersebut berisi jasad wanita yang telah dimutilasi.

Kejadian ini segera dilaporkan ke pihak berwajib, yang kemudian melakukan investigasi dan
identifikasi korban. Setelah proses identifikasi, terungkap bahwa korban adalah Uswatun Khasanah,
seorang wanita berusia 29 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang. Pengungkapan identitas korban
memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai hubungan antara pelaku dan korban.

Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku, yang mengaku
bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Pelaku mengaku bahwa ia merasa cemburu karena
konflik pribadi dengan korban, yang pada akhirnya mendorongnya untuk melakukan tindakan

2 Wemmers, Jo-Anne A. Victims and Victimology: Research, Policy and Activism, Routledge, 2011.
3 Cornish, Derek B., and Ronald V. Clarke. The Rational Choice Perspective on Crime, Routledge, 2003.
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kekerasan. Selanjutnya, pelaku menjelaskan bagaimana ia melakukan pembunuhan tersebut, termasuk
tindakannya untuk menghilangkan jejak dengan memutilasi tubuh korban dan membuang potongan
tubuh di lokasi terpisah.

Kasus ini memberikan dampak yang sangat besar, baik pada keluarga korban, masyarakat
sekitar, maupun publik secara umum. Bagi keluarga korban, kejadian ini merupakan trauma yang
mendalam dan sangat menghancurkan. Kehilangan anggota keluarga secara tragis, terlebih dengan
cara yang sangat kejam, memberikan dampak psikologis yang besar. Keluarga korban harus
menghadapi kenyataan yang tidak hanya menghilangkan orang yang mereka cintai, tetapi juga harus
menerima kenyataan bahwa korban meninggal dalam kondisi yang mengenaskan.

Bagi masyarakat sekitar, penemuan mayat dalam kondisi yang sangat mengerikan ini
menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap potensi
kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan mereka, terutama dalam hubungan pribadi yang
tampaknya normal tetapi ternyata mengandung potensi kekerasan. Kasus ini juga mengungkapkan
betapa pentingnya kesadaran akan kekerasan dalam hubungan interpersonal yang sering kali dimulai
dengan tanda-tanda yang tidak terlihat jelas oleh orang luar. Pendidikan tentang tanda- tanda
kekerasan dalam hubungan dan bagaimana menghindari konflik yang dapat berkembang menjadi
kekerasan sangat penting untuk mencegah kasus serupa terjadi.
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Penegakan Hukum

Penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Setelah penemuan mayat korban yang dimutilasi, pihak kepolisian segera melakukan identifikasi
korban. Dalam kasus ini, proses identifikasi mengungkapkan bahwa korban adalah Uswatun
Khasanah, yang sebelumnya telah dilaporkan hilang. Penyelidikan kemudian mengarah pada
penangkapan pelaku, Rohmad Tri Hartanto (Antok), yang mengakui bahwa ia membunuh korban
karena kecemburuan dan konflik pribadi.Penyidik memanfaatkan berbagai metode dalam
penyelidikan, termasuk autopsi pada jasad korban untuk mengetahui penyebab kematian serta
mengumpulkan bukti-bukti lain yang mengarah pada motif dan pelaku pembunuhan. Proses
identifikasi tubuh yang dimutilasi, pencarian saksi, dan pengumpulan bukti fisik adalah langkah-
langkah penting dalam proses penyidikan yang membantu pihak kepolisian mengungkap fakta-fakta
di balik kejadian tersebut.

Dalam kasus ini, pelaku dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam KUHP Indonesia yang
mengatur tentang pembunuhan dan kekerasan. Berikut adalah penjelasan mengenai pasal-pasal yang
relevan :

Pasal 340 KUHP — Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih
dahulu. Berdasarkan fakta bahwa pelaku tidak hanya membunuh korban tetapi juga memutilasi
tubuhnya dan membuang potongan tubuh di lokasi berbeda, dapat dikatakan bahwa pelaku melakukan
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pembunuhan berencana. Pelaku telah merencanakan tindakannya, termasuk cara untuk
menghilangkan bukti, dan ini mengarah pada penerapan pasal 340 yang memberikan hukuman yang
sangat berat.

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja merencanakan untuk
menghilangkan nyawa orang lain, dihukum dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup,
atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun."

Mutilasi tubuh korban yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan jejak dan mempersulit
penyelidikan merupakan unsur dari perencanaan, sehingga pelaku dapat dijerat dengan pasal ini.

Pasal 338 KUHP — Pembunuhan

Selain Pasal 340, jika dalam proses pembuktian tidak ditemukan bukti yang cukup untuk
membuktikan adanya perencanaan sebelumnya, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP.
Pasal ini mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya. Pembunuhan
yang dilakukan oleh pelaku, meskipun dilatarbelakangi oleh konflik pribadi dan kecemburuan, tetap
dianggap sebagai tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain.

Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa
orang lain, dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

Meskipun motif pelaku lebih kompleks, pembunuhan tetap merupakan tindak pidana yang
harus dipertanggungjawabkan di pengadilan.
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Pasal 181 KUHP — Penyiksaan

Mutilasi yang dilakukan terhadap tubuh korban juga dapat dikategorikan sebagai penyiksaan.
Pasal 181 KUHP mengatur tentang penyiksaan yang menyebabkan penderitaan fisik yang serius bagi
korban. Tindakan mutilasi ini jelas menunjukkan adanya penyiksaan yang sangat brutal terhadap
korban, dan oleh karena itu pelaku dapat dijerat dengan pasal ini.

Pasal 181 KUHP berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menganiaya orang lain dengan cara
yang mengakibatkan rasa sakit yang hebat atau menyiksa tubuhnya, dihukum dengan pidana penjara
paling lama 12 tahun."

Dalam hal ini, mutilasi tubuh korban yang dilakukan dengan niat menyiksa dan
menghilangkan bukti adalah bentuk penyiksaan fisik yang memenuhi unsur pasal ini.

Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2004 — Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
Jika hubungan antara pelaku dan korban terbukti memiliki unsur kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT), maka Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga dapat diterapkan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa pelaku dan korban terikat
dalam hubungan rumah tangga atau pasangan intim, jika terbukti bahwa keduanya memiliki hubungan
dekat, pasal ini dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlindungan hukum lebih lanjut bagi
korban.

Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur bahwa: "Setiap orang yang melakukan kekerasan
dalam rumah tangga, dihukum dengan pidana penjara dan/atau denda."

Solusi Agar Tidak Terjadi Lagi Mutilasi

Solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan ekstrem seperti mutilasi yang terjadi dalam
kasus di Ngawi membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan langkah- langkah
pencegahan, pendidikan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta dukungan sosial yang lebih kuat.
Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain adalah:
Pendidikan dan Sosialisasi tentang Kekerasan dalam Hubungan Pribadi

Pendidikan adalah kunci utama untuk mencegah kekerasan dalam hubungan pribadi yang
dapat berkembang menjadi tindakan ekstrem seperti mutilasi. Pendidikan tentang tanda-tanda
kekerasan dalam hubungan, baik fisik maupun psikologis, perlu diberikan sejak dini, baik di sekolah,
tempat kerja, maupun dalam masyarakat. Selain itu, kampanye kesadaran tentang pentingnya
mengelola emosi, menghindari kecemburuan yang berlebihan, serta komunikasi yang sehat dalam
hubungan dapat mengurangi risiko kekerasan.
Pelatihan dan Dukungan Psikologis untuk Pasangan dan Individu

Memberikan dukungan psikologis bagi individu yang mengalami konflik dalam hubungan
mereka sangat penting. Penyediaan pelatihan untuk mengelola emosi dan stres, serta akses mudah ke
konseling pernikahan atau konseling individu, dapat membantu menangani kecemburuan dan
ketegangan dalam hubungan. Selain itu, pusat layanan konseling dan psikologi yang mudah diakses
oleh publik dapat memberikan bantuan sejak dini sebelum kekerasan terjadi.
Peningkatan Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan yang Tepat

Penegakan hukum yang cepat dan tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan.
Proses hukum yang transparan dan adil, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk
menangani kasus kekerasan domestik dan pembunuhan dengan cara yang lebih efektif, sangat
diperlukan. Di samping itu, perlu adanya pembaruan sistem hukum yang memungkinkan untuk
memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku kekerasan ekstrem, seperti mutilasi.
Meningkatkan Akses kepada Layanan Perlindungan dan Keamanan bagi Korban

Layanan perlindungan korban kekerasan, seperti rumah aman dan dukungan psikologis, harus
lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi korban kekerasan domestik. Program
perlindungan ini dapat membantu korban untuk melarikan diri dari hubungan yang berbahaya
sebelum kekerasan terjadi lebih lanjut.
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

4 Lauer, R. H., & Lauer, J. C. (2007). Social Problems and the Quality of Life. McGraw-Hill.
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Masyarakat dan keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan.

Meningkatkan kesadaran tentang tanda-tanda awal kekerasan dalam rumah tangga dan
menyediakan dukungan bagi anggota keluarga yang rentan terhadap kekerasan adalah kunci dalam
pencegahan. Keluarga dapat menjadi tempat pertama yang memberi perlindungan dan dukungan bagi
individu yang mengalami kekerasan atau memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan.

Peran Aktif Media dalam Meningkatkan Kesadaran

Media memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kesadaran publik mengenai
kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan ekstrem seperti mutilasi. Kampanye media yang
mengedukasi masyarakat tentang dampak dari kecemburuan yang berlebihan, perencanaan
pembunuhan, dan kekerasan fisik dalam hubungan dapat mencegah terjadinya kejadian serupa.
Rehabilitasi dan Program Pemulihan untuk Pelaku Kekerasan

Penting juga untuk menyediakan program rehabilitasi bagi pelaku kekerasan untuk mengatasi
masalah psikologis yang mendasari tindakan kekerasan tersebut. Program- program yang berfokus
pada perubahan perilaku, pengelolaan emosi, dan penanganan masalah kecemburuan berlebihan dapat
mencegah terulangnya kekerasan dalam hubungan yang sama atau hubungan baru.’

Dampak Penemuan Mayat Wanita Korban Mutilasi Dalam Koper di Ngawi

Penemuan mayat wanita korban mutilasi dalam koper di Ngawi membawa dampak besar
dalam berbagai aspek, baik secara psikologis, sosial, hukum, maupun terhadap persepsi publik
terhadap kekerasan domestik dan keamanan. Berikut adalah beberapa dampak utama yang timbul
akibat kejadian ini:

Dampak Psikologis pada Keluarga Korban

Keluarga korban yang harus menghadapi kehilangan orang yang mereka cintai dalam cara
yang sangat tragis dan mengerikan tentunya mengalami trauma yang mendalam. Kehilangan seorang
anggota keluarga karena kekerasan ekstrem yang disertai mutilasi dapat menimbulkan gangguan stres
pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi pada anggota keluarga. Mereka tidak hanya merasa
kehilangan, tetapi juga dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa orang yang mereka cintai meninggal
dalam kondisi yang sangat mengenaskan.

Dampak Sosial pada Masyarakat

Penemuan mayat yang dimutilasi dalam koper menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran di
kalangan masyarakat setempat. Kejadian ini menggugah kesadaran masyarakat akan potensi
kekerasan yang bisa terjadi dalam hubungan pribadi yang tampaknya normal. Masyarakat menjadi
lebih waspada terhadap tanda-tanda kekerasan yang bisa berkembang menjadi kekerasan ekstrem.
Selain itu, rasa takut terhadap potensi ancaman kekerasan bisa menurunkan rasa aman di lingkungan
tersebut.

Dampak terhadap Persepsi Publik tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kasus ini menyoroti pentingnya memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan
kekerasan dalam hubungan pribadi dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan ekstrem.
Masyarakat menjadi lebih sadar bahwa konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dalam hubungan
pribadi bisa berujung pada kekerasan. Hal ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya intervensi dini sebelum kekerasan
semakin parah.

Dampak terhadap Sistem Hukum dan Penegakan Hukum

Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya penegakan hukum yang cepat dan tegas dalam
menangani kasus kekerasan ekstrem. Proses penyelidikan dan penangkapan pelaku yang efisien
sangat penting untuk memastikan pelaku diadili dengan adil dan memberikan rasa keadilan bagi
keluarga korban. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang seberapa efektif sistem hukum
dalam mengatasi kejahatan yang melibatkan kekerasan domestik dan mutilasi.

Dampak pada Kesadaran Sosial terhadap Kekerasan

Kasus ini memberikan pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya mengenali tanda-

tanda kekerasan dalam hubungan pribadi. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap hubungan

5 Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2003). Opportunities, Precipitators, and Criminal Decisions: A Reply to Wortley’s Critique.
British Journal of Criminology.
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yang tampaknya sehat namun berpotensi menjadi sumber kekerasan. Oleh karena itu, peningkatan
kesadaran mengenai tanda-tanda kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, sangat penting untuk
mencegah tragedi serupa. Program pendidikan mengenai kekerasan dalam hubungan pribadi dan cara-
cara untuk menghindari atau melaporkan kekerasan bisa menjadi langkah preventif yang penting.
Dampak pada Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Kasus kekerasan ekstrem ini dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial di masyarakat. Rasa
ketidakamanan yang ditimbulkan dapat mengganggu interaksi sosial, menurunkan tingkat
kepercayaan antarwarga, serta menciptakan ketegangan sosial. Selain itu, ketakutan akan kekerasan
juga bisa memengaruhi stabilitas ekonomi setempat, karena warga yang merasa tidak aman mungkin
menghindari aktivitas sosial atau bisnis, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada
perekonomian lokal.
Dampak pada Reformasi Kebijakan dan Perlindungan Korban

Kasus ini memicu pentingnya reformasi dalam kebijakan perlindungan terhadap korban
kekerasan, terutama dalam rumah tangga. Pemerintah dan lembaga terkait perlu lebih fokus pada
pencegahan kekerasan serta memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai.
Program-program perlindungan bagi korban dan upaya hukum yang lebih tegas untuk melindungi
korban harus diperkuat untuk mencegah kejadian serupa.

SIMPULAN

Kasus penemuan mayat wanita korban mutilasi dalam koper di Ngawi yang terjadi pada
Januari 2025 mengguncang publik Indonesia dan menjadi sorotan utama dalam pembahasan tentang
kekerasan dalam hubungan pribadi. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan betapa ekstremnya tindak
kekerasan yang dapat terjadi, tetapi juga menyoroti berbagai isu terkait dinamika kekerasan domestik,
psikologi pelaku, dan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan keadilan bagi
korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Pelaku dalam kasus ini, Rohmad Tri Hartanto alias Antok, mengaku bahwa tindak kekerasan yang
dilakukannya terhadap Uswatun Khasanah dipicu oleh kecemburuan yang berlebihan.

Konflik pribadi yang berkembang menjadi kekerasan ekstrem ini menunjukkan betapa besar
pengaruh perasaan negatif seperti cemburu, marah, dan ketidakmampuan untuk mengelola emosi
dapat memicu tindakan destruktif, bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Kasus ini
menggambarkan bahwa kekerasan dalam hubungan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga sering
kali dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional yang dalam, seperti kecemburuan, ketidakpercayaan,
dan pengendalian yang berlebihan terhadap pasangan.

Mutilasi tubuh korban, yang bertujuan untuk menghilangkan jejak dan mempersulit
penyelidikan, mencerminkan tingkat kekejaman yang sangat tinggi dari pelaku. Selain itu, tindakan
ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang dalam menjalankan kejahatan tersebut, yang
mengarah pada penerapan pasal pembunuhan berencana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Tindak kekerasan yang dipicu oleh kecemburuan dan keinginan untuk
menghilangkan bukti memperlihatkan betapa pentingnya kesadaran akan dampak negatif dari
hubungan yang tidak sehat dan bagaimana konflik personal dapat berkembang menjadi kejahatan
yang lebih besar.

Dampak dari peristiwa ini sangat luas, tidak hanya bagi keluarga korban yang harus
menanggung trauma mendalam akibat kehilangan orang yang mereka cintai dengan cara yang sangat
tragis, tetapi juga bagi masyarakat yang menjadi lebih waspada terhadap potensi kekerasan dalam
hubungan pribadi. Penemuan ini menciptakan ketakutan di masyarakat, yang mulai menyadari bahwa
kekerasan dalam hubungan dapat terjadi di mana saja dan kepada siapa saja, bahkan dalam
lingkungan yang tampak aman dan normal. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran
tentang pentingnya mengenali tanda-tanda kekerasan dalam hubungan dan mencari bantuan sesegera
mungkin.

Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkan dari kasus ini juga menekankan pentingnya
pendidikan dan penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan berbasis
gender, serta pengelolaan emosi dalam hubungan pribadi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman
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yang lebih baik tentang bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda awal dari kekerasan dalam hubungan
dan bagaimana mencegahnya sebelum berkembang menjadi kekerasan fisik yang fatal. Selain itu,
untuk mencegah kekerasan lebih lanjut, penegakan hukum yang tegas dan cepat harus menjadi
prioritas, di mana pihak berwajib harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kasus-kasus
kekerasan dengan memberikan perlindungan kepada korban dan menghukum pelaku dengan setimpal.

Dari sisi penegakan hukum, kasus ini menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak,
baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, dalam penanganan kasus kekerasan yang melibatkan
pembunuhan dan mutilasi. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian melakukan serangkaian
langkah penting, seperti autopsi, pencarian saksi, dan pengumpulan bukti-bukti fisik, yang membantu
dalam mengungkap kebenaran dan membawa pelaku ke pengadilan.

Penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan efektivitas penyelidikan, seperti dalam hal
pengawasan dan pengumpulan bukti ddigital secara keseluruhan, kasus penemuan mayat wanita
korban mutilasi dalam koper di Ngawi ini harus menjadi peringatan bagi masyarakat Indonesia
tentang bahaya kekerasan dalam hubungan pribadi yang dapat berkembang menjadi tindak kriminal
ekstrem. Kejadian ini menekankan pentingnya peningkatan kesadaran mengenai kekerasan berbasis
gender, pengelolaan emosi dalam hubungan, serta pentingnya penegakan hukum yang cepat dan
efektif untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat perlu
bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak, serta
memberikan edukasi yang lebih luas mengenai cara-cara pencegahan kekerasan dalam hubungan
pribadi. Melalui upaya bersama ini, diharapkan kejadian-kejadian serupa dapat diminimalisir di masa
depan dan sistem perlindungan terhadap korban kekerasan dapat lebih efektif dalam memberikan rasa
aman bagi masyarakat.

Pembahasan

Kasus penemuan mayat wanita yang dimutilasi dalam koper di Ngawi bukan hanya
merupakan tragedi yang mengerikan, tetapi juga sebuah peringatan bagi kita semua tentang betapa
pentingnya kesadaran terhadap kekerasan dalam hubungan pribadi dan perlunya upaya sistematis
untuk mencegah kekerasan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap peristiwa ini, beberapa saran dapat
diajukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan:

Pendidikan dan Penyuluhan tentang Kekerasan dalam Hubungan Pribadi
Pendidikan masyarakat mengenai kekerasan dalam hubungan pribadi sangatlah penting.

Banyak kasus kekerasan dimulai dengan tanda-tanda yang tidak dikenali atau dianggap remeh
oleh pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, program pendidikan yang memberikan pemahaman
tentang dinamika hubungan yang sehat, batasan emosional, dan cara mengatasi perasaan cemburu
atau marah secara konstruktif harus dilakukan di berbagai lapisan masyarakat.

Pendidikan ini bisa dimulai sejak usia dini, melalui kurikulum di sekolah-sekolah, universitas,
atau program pelatihan komunitas. Sasarannya adalah untuk menciptakan kesadaran mengenai
kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta pentingnya komunikasi
terbuka dalam hubungan. Pendidikan ini tidak hanya untuk mencegah kekerasan fisik, tetapi juga
untuk mengajarkan keterampilan emosional dan mental yang sehat dalam menghadapi konflik.
Peningkatan Peran dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan

Salah satu solusi yang paling mendesak adalah meningkatkan perlindungan hukum bagi
korban kekerasan. Penegakan hukum yang tegas dan cepat dapat memberikan rasa aman bagi korban
dan mencegah kekerasan lebih lanjut. Namun, selain penegakan hukum yang cepat, penting untuk
memastikan bahwa korban mendapat perlindungan dari tindakan balas dendam atau intimidasi dari
pelaku.

Selain itu, perlu adanya penguatan undang-undang perlindungan perempuan dan anak.
Misalnya, perluasan implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga
(UU KDRT) untuk mencakup lebih banyak jenis kekerasan, serta memperkuat perlindungan bagi
korban yang melibatkan ketergantungan ekonomi atau ketergantungan emosional. Pengadilan juga
harus lebih sensitif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual, fisik, atau
emosional.

Media Hukum Indonesia May 2025, Vol, 2, No. 6, P. 204-312



Media Hukum Indonesia (MHI) May-2025. Vol. 2, No. 6
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane e-ISSN: 3032-6591
https.//ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index pp 204-212

Sistem Pelaporan yang Aman dan Responsif

Penting untuk membangun dan mengembangkan sistem pelaporan kekerasan yang aman dan
rahasia. Korban harus merasa bahwa mereka dapat melapor tanpa takut akan ancaman atau balasan
dari pelaku. Sistem ini harus didukung dengan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mereka
dapat menangani kasus-kasus kekerasan dengan empati dan profesionalisme.

Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan dan Ekonomi

Salah satu faktor yang sering kali berkontribusi pada kekerasan dalam rumah tangga atau
hubungan pribadi adalah ketergantungan ekonomi. Korban kekerasan, terutama perempuan, sering
kali terjebak dalam hubungan yang abusive karena ketergantungan finansial. Oleh karena itu, program
pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses ke pekerjaan yang
layak sangat penting untuk mengurangi potensi kekerasan.

Pemberdayaan perempuan tidak hanya akan memberi mereka keterampilan dan kesempatan
untuk mandiri secara finansial, tetapi juga akan meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan
mereka kekuatan untuk keluar dari hubungan yang berbahaya. Selain itu, memberikan akses yang
lebih besar bagi perempuan untuk mengakses sumber daya sosial dan kesehatan mental juga dapat
membantu mereka dalam mengatasi tantangan yang ada.

Penyuluhan tentang Pengelolaan Emosi dalam Hubungan

Penyuluhan mengenai pengelolaan emosi, terutama perasaan cemburu dan kemarahan, sangat
penting untuk mencegah terjadinya kekerasan. Emosi yang tidak terkendali dapat dengan mudah
berubah menjadi tindakan kekerasan fisik. Pendidikan yang mengajarkan teknik-teknik pengendalian
emosi, seperti meditasi, terapi kognitif, dan keterampilan komunikasi yang efektif, dapat membantu
individu mengelola perasaan dan mencegah perilaku destruktif.

Program seperti ini bisa dimulai dengan menyasar individu-individu yang telah teridentifikasi
berada dalam hubungan yang bermasalah atau rentan terhadap kekerasan. Selain itu, terapi keluarga
atau konseling pasangan bisa menjadi sarana yang efektif untuk menangani masalah kecemburuan
atau stres dalam hubungan sebelum berkembang menjadi lebih besar.

Penguatan Sistem Peradilan dan Keamanan

Perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan sistem peradilan yang lebih responsif
terhadap kasus-kasus kekerasan domestik, termasuk pembunuhan dan mutilasi, adalah hal yang tidak
dapat diabaikan. Dalam kasus-kasus seperti ini, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa
mereka tidak hanya menangkap pelaku dengan cepat, tetapi juga memberikan sanksi yang sesuai dan
tegas. Hal ini penting untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tindak kekerasan akan
selalu ditanggapi dengan serius oleh pihak berwajib.

Lebih jauh lagi, meningkatkan kualitas kerja sama antar lembaga, seperti kepolisian,
kejaksaan, dan pengadilan, serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada
hak-hak perempuan dan anak, dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus kekerasan. Ini
akan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang cepat dan hak-hak mereka dilindungi.
Membangun Kesadaran Masyarakat akan Tanda-Tanda Kekerasan

Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda
kekerasan dalam hubungan sangat penting. Banyak korban kekerasan tidak tahu bagaimana
mengidentifikasi tanda-tanda awal dari kekerasan fisik atau psikologis dalam hubungan mereka. Oleh
karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengenali peringatan dini kekerasan dalam hubungan
interpersonal, baik itu dalam bentuk kontrol berlebihan, ancaman, intimidasi, atau kekerasan fisik.

Selain itu, penting untuk menciptakan ruang-ruang diskusi di masyarakat, di mana orang
dapat berbicara secara terbuka tentang masalah kekerasan dan mendapatkan dukungan dari komunitas
mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, masyarakat dapat membantu
individu yang berada dalam hubungan berisiko untuk keluar dari situasi tersebut sebelum kekerasan
menjadi lebih ekstrem.

Mempromosikan Penggunaan Teknologi untuk Mencegah Kekerasan

Pemanfaatan teknologi modern dalam pencegahan kekerasan bisa menjadi solusi yang efektif.
Aplikasi-aplikasi ponsel yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada korban kekerasan,
seperti tombol darurat yang langsung terhubung ke polisi atau hotline, bisa digunakan untuk memberi
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perlindungan tambahan kepada korban. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi
masyarakat melalui platform digital, seperti media sosial atau situs web yang menyediakan informasi
dan sumber daya terkait kekerasan dalam hubungan.
Pemulihan bagi Korban Kekerasan

Setelah kekerasan terjadi, sangat penting untuk memberikan dukungan psikologis dan sosial
yang memadai untuk korban. Layanan konseling pascatrauma, dukungan psikologis, dan tempat
perlindungan yang aman sangat diperlukan bagi para korban untuk membangun kembali hidup
mereka. Selain itu, sistem pemulihan yang lebih terintegrasi dengan memberikan dukungan hukum
dan medis juga harus tersedia untuk memastikan bahwa korban dapat melanjutkan hidup mereka
tanpa rasa takut.
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